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GAGASAN PENANGANAN PERKARA PENGADUAN KONSTITUSIONAL
(CONSTITUTIONAL COMPEAINT) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI I
INDONESIA
ABSTRAK

(Iham Kurniawan, [, 06140086, Fakultas Hukum Universilas Andalas, Hal 74, 2001 1)

Indenesia merupakan negara hukum vang menganut supremasi Konstitusi yang
tidak terlepas dari tiga hal, yaitu konstitusi, konstitusionalitas, dan Konstitnsionalisme.
Konstitusi merupakan hukum tentingsi, kenstitusionalitas merupakan perbuatan dan
tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham
berkonstitusi warga negara. Konstitusi bertujuan untuk mengatur, melindungi dan
memenuhi hak-hak desar (basic wish) warga negary, demi terciptanya  kesejahternan
dan kemakmuran rakyat. Dalam perkembangan ketatanegarsan di Indonesia Mahkamal
Konstitusi (MK lahir sebagai salah salu pilar demokrasi yang mengambil peran
strategis  dalam mewujudkan perlindunzan hak-hak  konstitusional WArgH g,
Lahimya MK pasca amandemen ketiga UUD 1945 vang kemudian distor dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 enteng Kekuasaan kehakiman dan Undang-
Undang Nomar 24 1ahun 2003 tentang Mahkamah konstitesi, dimana ME e puUnya
empat kewenangan dan satu kewgjiban, MK merupakan lembaga nepara penpawal
konstitusi atau the Guardian and the Duerpreter of the  Constitusion. seiring
perkembangannya, MK telah banyak melakukan sidang berkaitan dengan pelanggaran
terhadap kenstitust yang masuk dalam kewenangan MK yang terdapat pada pasal 24C
LILTD 1945, Akan tetapi kewenangan yang dimiliki MK tersebut, masih terdapat satu hal
mendasar yang masih mengganjal oi benak para pencari keadilan, waity belum
rerbukanya fungsi MK selaku lembaga yang dapat menampung dan menvalurkan keluh
kesah (personal gricvance) atau pengaduan konstitusional sebagal upaya hukum yang
Juar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional hagi setiap warea newarn, at
lebihy dikenal dengan istilah constitutiona complain, Untuk itlah penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metods pendekatan perundang-undangan (Siame
approach), pendekatan konseptual  (comcepinal approack) don didukung dengan
pendekatan komparatif (comparative approack) sehinga menuret penulis perlindungan
Bak-hek konstitusional merupakan tangpung jawsb MK dan sudah saatnva ME RI
memiliki - kewenangan  penanganen perkara pengaduan Konstiwsi (constitutional
eomplainsy. Hasil dari penclitian ini adalah conseituional complaint sangat urzes dulam

emenuhan hak-hak konstitusional den melindunginva dari pelanggaran vang dilakukan
cleh pejabat negara, Sclama ini di Indenesia hanva ada perlindungan konstitusional
melalui pengujian nerma abstrak {Undang-Undang). sedangkan dalam bentuk tindakan
atau kasus belum ada jalur perlindungan hak-hak kenstitusional warga nesara, Berkaca
pada beberapa negara di dunia, sangal penting kewenangan construsiona! coRpioin
diberlakukan sebagai upava hukum kenstitesional dalam mewnjudkan petlindungan hak
Kenstitusional, Dalam UUD 1945 tidak ada menyebutkan kewenangan ME dalam
menangani perkara consiiiional complaing oleh Karena it perlunya pengaturan
censtitutional complaiat dengan cara melakukan amandemen ataw talsic aleh ME pada
pasal 24C UUD 1943 atau dengan melakuken revisi UU MK dengan memasukkan
kewenangan MK dalam menangani perkarz conssitnional camplering,




BAB I

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang

Perkembangan ketatanegaraan menyebabkan semakin berkembangnya pola
pikir den dinamika kehidupan bangsa, Indonesia telah mengalomi berbagai
macam diramika dalam proses bernegara khususnva mengenai sistem dan politik
ketatancgaraan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjuinys
ditulis UUD 1945}, Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakvat yang dijalankan
dengan supremasi kenstitusi,' Mengenai hal i dopat dibaca ketentuan Pasal |
avat {2) UUD 19457 Ketenluan ilu melandasi paham balwwa setiap sistem don
mekanisme kehidupan berhangsa dan bemegara harus berdasarkan kepada LIUD
1945 sebagai sumber hukum tertinggi. "ldeclogi™ tersebut dikenal dengan paham

konstitesionalisme,

sevirn elimologl konstitesi berasal dori bahosa latin, Coastiten; Constiteiim, vang Sermakna
ganda Lergantueg darimana Xita neeruandangeya, Apabiln kila memandang secars menveluiuh
yakiti dari setiap ketentoan yang widn kelerkailannya dengan keorganisasion negarn yang ferdapat
dalam ULUTY hinpea kebisspan atag koswensi ok adalah penwestion dalam arti wes, Dolam
pengerion demikian, kopstiousi merupakon debumen hukem (Legad Docweensd resmi dengan
kedudukan vang sangat isumews, Dok daderne bentuk ferolis TFFeen) maepen Gdak cerlis
{ Lemviiten). Keistimewnan suste konslisi terletnk pada sifatnyva yong mulin mescakeup
kesepakatan-kesepakatan weatang prinsip pokok argaeisasi den kekunszon negora serla upays
pemibelasan kekuasoan negara, Dalam ol semipit, name vong diberikan, vokni UUD kepada
dokumen hekem, dokumen polisik vang berisi ontara Inin susoinn organisast wegara dan carn
kerjonya. Kemulion konstitusi ini puloiah vang menjadikanys sebags Sl Lo Don The
Higher Lene barena wujudnya Bias dengan sealn pingam kelohiran seatou Megara bad (o Biedd
Certificare) Didalum Bonstitust lereakup pondangan hidep dan inspiznst bangsa vang memilisinga,
[luleh sebabnya tidak ada satw peraturon perendanp-cedangan pun vang holeh bertentingin
denganinyn, Suaiu koustines Bards meropakan sumber inspirosi, kolimal-kolimat indah dan puitis
serli pench maokne, Linet dofom Dewan Perwakilan Dacral, Koasiiras? Sepwdfi ndoneria
Meaaiv Perwbafen ko3, FT. Grafioe Budi Ui, 2008, kal, 1-2
* Lihot pasal | avn: i3) UUD 1943 amandemen ketign mengataban, fedoalarcnr bevade
aitarigan Fobyar dan difolsaircekae meihear Dadeosgs Uiy Do,




Perubaban UUD 1945 vang dilakukan oleh Majelis Permusvawaratan Rakvat
(MR} sebanyak empal tahap o lelsh membawa perubahan terhodap sirikior
ketatanegarasn Indonesia” Dalam  sahapan amandemen ketiga, UUD 1945
mengamanshkan pembentukan sebuah lembaga pemegang kekuosaun kehekiman
“di luar™ Mahkamah Agung (MA), vaitu sebuah Mahkamah Koenstitusi (MK,
Perubahan Paszal 249 avat (2) dan Pasal 24C UUD 1945, melalui sidang tahunan
WPR pada tangzal % November 2001, memisahkan antara kekuasaan kehakiman
dalam ranah peradilan umum dengan peradilan perlindungan kanstitusionalitas,
Pazal 24 ayat (1) UUD 1943 menyatakan dengan jelas terhadap pembentukan dua
kekuasan kehakiman tersebul yvang berbunvi:

Fekuvasann Kehakiman dilakukon oleh sebush Mahkamah Agung dan
bedan peradilan yang berada di bawahnva dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan  peradilan apama,  bhngkungan  peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Berdasarkan Pasal Il Aturzn Peralihan UUDY 1943 vang memeriniehkan
dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agusios 2003
vang sebelum dibentuk Kewenangannya difakukan aleh Mahkamah Agung. Pada
pggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 rentana
tahkamaeh Konstitusi (selanjutnya ditolis UOME) disahkan kemudian pada
tamggal 16 Apustus 2003 pars Hakim Konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara

efekeif pada tangeal 1% Apustus 20037

! Perubahan Undanp=Uniting Basar Mepara Bepoblik Indonesin Tehun 1945 vape dilakokan
schanvak empat kali versebut ndalzh padn Sidane Unum MPR 1999 angeal 13-21 Ooher 15459,
Sidang Tahunan MPR 20X anggal =18 Apusius 2000, Sidang Tahonon RPRE 2007 anggal 15
Pecermbar 2001 dan Sidang Tahunan MEPR 2002 fapgeal 1-1 1 Agosms 2002,

© hid, hal. 9.




BAD V1

PENUTUP

AL Kesimpulan
Berdasarkan uraisn pada bab-bab sebelumnya dapat ditacik bulir-butir
kesimpulan sebagai berikur

|, Constinntional complaint sangal urgen dalam pemenuhan hak konstitusional

dan melindungi warga negata dari pelanggaran vang dilakukan olch pejabat
negara. Secera teoretik, dilibat dari sejarah perkembanzan sagasan negara
hukum, constinional compiaing merepakan bagian dari syarat-svarat atay
unsur-unsur negara hukom, yaitu terkant denzan unsur copstititioncdism
maupun unsir perlindungan Hak Asasi Manusia vang diator dalam kenstitosi.
Fungsi Mahkamah Konstitusi R1, sebagaimana halnva Mahkarmah Konstitusi
di selurubh dunia. adelah untuk melaksanakan pengujian konstitosional
(eonstintional review) yang merpakan produk dari sistem pemerintzhan
demaokrasi modem yang dilandasi eleh ide-ide negara hukum, pemisahan
Lekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental, Akan telapi
Mahkamah Konstitusi BRI belum sepenubnya terbuka selakuy lermbaga yang
mempertahankan hak kanstitusional bagi setiap warga, Olch karena i, secara
learetik, kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan kenstitusional
merupakan  kewenangan  Mohkamah  Konstitusi - schagai  bagian i
pelaksanaan fungsi consinaional review-nya. Demikian pula halnya dengan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
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